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‘Jaga Tata Kelola Keuangan Daerah

LANDAK,TRIBUN - Pemerintah
Kabupaten Landak melalui Ba-
dan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD), melaku-
kan sosialisasi Peraturan Peme-
rintah (PP) nomor 12 tahun 2019
tentang pengelolaan keuangan
daerah pada Kamis (17/10).
Sosialisasi diberikan kepada
218 orang terdiri dari pimpinan
dan anggota DPRD Kabupaten
Landak, Inspektur, para Staf Ahli
Bupati Landak, Asisten Sekda
kabupaten Landak, Kepala OPD
se Kabupaten Landak, Pejabat

Penatausahaan Keuangan, Ben- .
dahara pengeluaran dan peneri-_

maan pada SKPD, Puskesmas,
BLUD, Pengurus barang, dan pe-
nyimpan barang. :

Acara sosialisasi dibuka oleh
Sekretaris Daerah Landak Vin-
sensius di Aula Besar Kantor Bu-
pati Landak. Dengan menghadir-
kan narasumber dari Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Re-
publik Indonesia.

Kepala Badan Pengelolaan Ke-
uangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Landak Benediktus
mengatakan, tujuan diadakan
sosialisasi Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah ini
untuk memberikan pemahaman
tentang dampak penerapan Per-

aturan Pemerintah Nomor 12 Ta-
‘hun 2019 di kabupaten Landak.

“Sosialisasi ini bertujuan mem-
berikan pemahaman tentang
dampak dan cara mengantisipasi
penerapan peraturan pemerintah
yang tergolong baru ini,” kata Be-
nediktus. z

Benediktus menambahkan
bahwa dibuatnya Peraturan Pe-
merintah nomor 12 tahun 2019
ini untuk menyempurnakan
aturan tentang pengelolaan ke-
uangan sebelumnya yang diatur
dalam PP nomor 58 tahun 2005.

Sementara itu Bupati Landak
yang diwakili oleh Sekretaris Da-
erah Kabupaten Landak, Vinsen-
sius menyampaikan dengan ada-
nya peraturan pemerintah yang
baru ini dibuat untuk menjaga
tiga pilar tata pengelolaan keu-
angan daerah.

_ “Peraturan pemerintah nomor
12 tahun 2019 yang baru ini
dibuat untuk menjaga tiga pilar
tata pengelolaan keuangan da-
erah yaitu transparansi, akun-
tabilitas, dan partisipatif,” ujar
Vinsensius.

Adapun hal yang ditekankan
pada Peraturan Pemerintah no-
mor 12 tahun 2019 ini menca-
kup pengaturan mengenai pe-
rencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan
serta pertanggungjawaban atau

pelaporan keuangan daerah.

Menurut Vinsensius perubah-
an regulasi yang cepat saat ini
membawa konsekwensi bagi pe-
ngelolaan keuangan daerah teru-
tama dari sisi perencanaan, dan
penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan serta pertang-
gungjawaban atau pelaporan ke-
uangan daerah.

Untuk itu Ia berharap adanya
adaptasi dan respon yang cepat
dari seluruh aparatur pengelola
keuangan daerah di kabupaten
Landak. ;

“Menghadapi perubahan ter-
sebut diperlukan adaptasi dan
respon yang cepat dari para apa-
ratur pengelola keuangan daerah
dilingkungan pemerintah kabu-
paten Landak,” harap Vinsensi-
us.

Sekda Landak percaya bahwa
perubahan regulasi ini akan da-
pat membawa dampak yang lebih
baik dalam pengelolaan keuang-
an daerah di Kabupaten Landak
dengan tetap mempertahankan
predikat Wajar tanpa pengecua-
lian (WTP) dari badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia.

“Tentunya kedepan pemerin-
tah kabupaten Landak tetap
mampu mempertahankan pre-
dikat WTP dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia,”
tegas Vinsensius. (alf)
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